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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Aparatur Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang ASN no. 20 tahun 

2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Aparatur sipil negara merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

untuk mencapai tujuan bangsa. Aparatur Sipil Negara selain sebagai pelayan publik, juga 

memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan publik dan juga perekat dan pemersatu 

bangsa. 

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa percobaan yang 

dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, 

kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian 

yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi 

bidang. Sehingga menghasilkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 

pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, diperlukan sebuah penyelenggaraan 

pelatihan yang inovatif dan terintegrasi yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan 

pembelajaran synchronouse dan asynchronouse, sehingga memungkinkan peserta mampu 

menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi 

kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai 

karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.  

Dari pengantar di atas, diperlukan suatu terobosan atau inovasi yang diciptakan oleh 

CPNS sebagai syarat kelulusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain inovasi yang 

nantinya akan diterapkan di unit kerja CPNS, program tersebut juga harus berkaitan 

dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK, yang di dalamnya adalah Berorientasi 

Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan kolaboratif. Rancangan 

inovasi juga harus berkaitan dengan Pelayanan Publik, Manajemen ASN dan Smart 

Governance.  
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Melalui proses pembelajaran ini, setiap peserta pelatihan harus dapat menemukan 

dan mengungkapkan makna dibalik penerapan nilai-nilai dasar tersebut pada setiap 

pelaksanaan kegiatan yang telah dirancangkan untuk dilaksanakan di unit kerja masing-

masing. Tulisan ini akan mengemukakan suatu inovasi yang akan dirancang oleh Calon 

Pegawai Negeri Sipil di Setjen DPR RI dalam unit kerja Bagian Protokol.  

  

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil. 

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI Nomor 12 Tahun 2023. 

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding 

Aparatur Sipil Negara. 

C. Tujuan 

Tujuan dibuatnya rancangan aktualisasi ini adalah tersedianya data kontak  antar unit 

kerja mitra dalam bentuk digital terstruktur yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana 

memudahkan staff protokol dalam berkoordinasi dengan unit kerja lainnya di Setjen DPR 

RI dalam menjalankan tugas keprotokolan. 
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D. Manfaat 

Terdapat beberapa manfaat dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini yaitu: 

1. Mempercepat komunikasi dalam koordinasi karena tidak perlu mencari manual di buku 

atau bertanya ke banyak orang; 

2. Meningkatkan akurasi informasi karena data digital mudah diperbaharui jika ada 

perubahan nomor dan mengurangi risiko salah kontak; 

3. Efisiensi waktu dan biaya karena tidak perlu mencetak buku direktori setiap ada 

perubahan kontak, hemat kertas dan lebih ramah lingkungan; 

4. Mendukung keterbukaan informasi internal karena semua pegawai bisa mengakses 

daftar kontak resmi sehingga tidak ada kesenjangan informasi; 

5. Tujuan jangka panjangnya, daftar kontak ini bisa dihubungkan dengan aplikasi instansi; 

6. Meningkatkan profesionalitas layanan karena dengan menghubungi kontak resmi bisa 

mengurangi penggunaan nomor pribadi yang kurang formal. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

  

A. Visi dan Misi Organisasi 

Disadur dari Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2025-

2029, visi DPR RI adalah : 

 

“ Terwujudnya DPR RI sebagai Pilar Demokrasi Substansial yang Modern, 

Aspiratif, Responsif, dan Akuntabel, menuju Indoneisa Emas 2045” 

 

Adapun misinya adalah: 

1. Mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang 

efektif untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara; 

2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan DPR RI yang dinamis (dynamic parliament 

governance) untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi 

birokrasi. 

 

B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPR RI 

Dalam mendukung kebijakan Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan 

dan Peran Diplomasi Parlemen dalam upaya Mempercepat Terwujudnya Tujuan Bernegara 

yang Mencerminkan Keterwakilan Rakyat, Setjen DPR menetapkan sasaran strategis 

“Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung DPR RI yang profesional, 

akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka 

reformasi birokrasi”. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, ditetapkanlah sasaran 

program sebagai berikut: Terwujudnya layanan Setjen DPR RI yang profesional, akuntabel, 

dan modern untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas 

melalui dukungan persidangan, administrasi,, keahlian, dan pengawasan internal yang 

handal. Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem 

pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan 

peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi 
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C. Struktur Organisasi 

 

 
Gambar 1.  Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

 

 

D. Tugas dan Fungsi Jabatan 

Sesuai dengan Persekjen No. 6 Tahun 2021 Pasal 171 ayat 1, bagian protokol terdiri 

atas tiga subbagian: 1. Subbagian Acara Pimpinan; 2. Subbagian Upacara; dan 3. 

Subbagian Acara Kelengkapan Dewan. Adapun karena penulis ditempatkan di Subbagian 

Acara Alat Kelengkapan Dewan, maka penulis akan langsung fokus ke tugas dan fungsi 

subbagian terkait. 

 Sesuai dengan Persekjen No. 6 Tahun 2021 Pasal 171 ayat 2, tugas pokok dan fungsi 

Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan adalah melakukan dukungan keprotokolan 

dalam acara alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 

pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Protokol. 

Menurut PermenPAN-RB Nomor 41 Tahun 2018, tugas pokok jabatan Penata 

Keprotokolan dapat dirangkum menjadi sebagai berikut : 

 

 Sekretariat 
Jenderal DPR RI 

 Deputi Bidang 
Persidangan 

 
Kepala Biro 

Protokol dan 
Hubungan 

Masyarakat 

 Kepala Bagian 
Arsip  Kepala Bagian 

Perpusatakaan  Kepala Bagian 
Protokol 

 
Kepala Sub Bagian 

Acara Alat 
Kelengkapan 

Dewan 
 

Kepala Sub Bagian 
Acara Pimpinan 

DPR RI dan Setjen 
 

Kepala Sub Bagian 
Penyelenggaraan 

Upacara 

 
Kepala Bagian 

Humas 
Pengelolaan 

Museum 
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a. Melaksanakan kegiatan teknis keprotokolan yang mencakup: penataan tempat acara, 

tata upacara, tata penghormatan, serta penyambutan tamu sesuai ketentuan 

keprotokolan. 

b. Memberikan dukungan administratif keprotokolan, misalnya penyusunan jadwal 

acara, penyediaan sarana keprotokolan, dan dokumentasi acara. 

c. Membantu kelancaran penyelenggaraan acara resmi kedinasan di lingkungan instansi. 

 

Adapun tugas Penata Keprotokolan yang penulis temukan selama menjabat di 

bagian Protokol bisa dirinci sebagai berikut: 

1. Menyusun kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana 

kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian; 

2. Menata tempat acara atau tempat upacara berdasarkan ketentuan keprotokolan untuk 

kelancaran pelaksanaan acara; 

3. Menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan di lingkungan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan 

acara atau upacara dalam kategori acara; 

5. Melaksanakan tugas sebagai pembawa acara pada acara atau upacara dalam kategori 

acara; 

6. Mengantar dan menjemput Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dan tamu dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 

Jenderal, dan Badan Keahlian berdasarkan perintah atasan agar tepat sampai tujuan 

dalam kategori acara; 

7. Memandu kunjungan tamu (rombongan) untuk bertemu dengan pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai jadwal yang 

ditentukan agar kunjungan berjalan lancer; 

8. Menyusun laporan jumlah kegiatan penerimaan tamu pada acara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian; 

9. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai laporan kinerja; 

10. Melakukan tugas administratif terkait penyelenggaraan keprotokolan mencakup data 

operasional, logistik, persuratan, dan tugas administratif lainnya; 

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis.  
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BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

 

A. Identifikasi Isu 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penata Keprotokolan di Bagian 

Protokol, penulis menemukan beberapa isu yang muncul selama menjalankan fungsi 

tersebut.  Isu-isu tersebut perlu dianalisis dan dikaji secara mendalam untuk menemukan 

solusi yang tepat. Penyelesaian isu tersebut diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kinerja ASN di Bagian Protokol. Berikut merupakan beberapa isu yang penulis 

temukan di unit kerja Bagian Protokol: 

  

1. Terbatasnya Tenaga Protokol yang Memiliki Kemampuan sebagai MC 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, 

disebutkan bahwa tugas protokoler adalah mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata 

penghormatan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Selain itu, protokoler juga dapat 

bertugas menjadi Master of Ceremony (MC) dalam memandu jalannya suatu acara. 

Seorang petugas protokol sangat penting untuk memiliki kemampuan sebagai MC, karena 

peran ini berpengaruh langsung terhadap kelancaran suatu acara. 

MC berperan sebagai pengendali acara, memastikan rangkaian kegiatan berjalan 

sesuai dengan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Dengan pemahaman yang 

mendalam terhadap aturan protokol, MC dari unsur protokol mampu menggunakan bahasa 

yang formal, sopan, dan sesuai etika, serta menjaga suasana tetap khidmat. 

Dalam pelaksanaannya, situasi acara sering kali berubah secara mendadak. Petugas 

protokol yang juga berperan sebagai MC dapat melakukan improvisasi dengan cepat tanpa 

melanggar aturan yang berlaku. Kemampuan ini tidak hanya menjamin kualitas acara, 

tetapi juga menghemat sumber daya karena instansi tidak perlu mencari MC eksternal, 

sekaligus meningkatkan kompetensi ASN di bidang keprotokolan. 

Kurangnya sumber daya protokol yang memiliki kemampuan di bidang MC dapat 

menghambat efektivitas dan kelancaran kinerja protokol itu sendiri. Contoh bukti terkait 

tidak adanya sumber daya protokol yang dapat dijadikan MC, yang mengakibatkan 

penugasan selalu terfokus pada pihak yang sama, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.  Penugasan Protokol 7 Agustus 2025 

 

 

Gambar 3. Penugasan Protokol 8 Agustus 2025 

 

Terbatasnya tenaga protokol yang memiliki kemampuan sebagai MC dapat 

berdampak signifikan terhadap efektivitas dan kelancaran pelaksanaan acara. Tugas MC 

sering kali diberikan kepada individu yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan 

kelelahan, kejenuhan, dan penurunan kualitas performa. Kondisi ini juga menyebabkan 

ketergantungan yang tinggi pada personel tertentu, sehingga apabila yang bersangkutan 

berhalangan hadir, acara berisiko berjalan kurang lancar atau tidak sesuai dengan standar 

keprotokolan. Selain itu, keterbatasan sumber daya ini menghambat proses regenerasi dan 

pengembangan kompetensi, karena ASN atau staf baru tidak mendapatkan kesempatan 

yang memadai untuk belajar dan berlatih menjadi MC. Dalam situasi tertentu, keterbatasan 

MC juga dapat mengakibatkan keterlambatan atau ketidaksiapan acara, terutama jika 

terjadi perubahan mendadak. Pada akhirnya, hal ini berpotensi merusak citra dan 

menurunkan wibawa instansi di mata publik karena peran MC sangat menentukan kesan 

dan profesionalitas suatu acara. 

  

2.   Tidak Tersedianya Data Kontak Unit Kerja Mitra Protokol dalam Bentuk 

Digital Terstruktur 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN), setiap ASN diwajibkan untuk terus mengembangkan kompetensi secara 

berkelanjutan melalui sistem pembelajaran terintegrasi, termasuk penguasaan teknologi 

digital. Pemerintah melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menekankan 

pentingnya transformasi digital dalam birokrasi, di mana ASN dituntut memiliki 

keterampilan digital yang memadai agar mampu menghadapi disrupsi teknologi dan 

memberikan pelayanan publik yang efektif. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai protokol, penulis pernah ditunjuk 

sebagai PIC untuk mengurus jas bagi petugas sidang tanggal 15 Agustus di DPR RI. Salah 

satu tanggung jawabnya adalah menghubungi beberapa staf dari unit kerja yang berbeda, 

baik untuk proses pengukuran jas maupun pemberitahuan bahwa jas telah siap diambil di 
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Bagian Protokol. Namun, dalam pelaksanaannya, penulis menemui kendala berupa tidak 

tersedianya kumpulan kontak dalam bentuk digital terstruktur. Kondisi ini mengharuskan 

penulis mencari nomor telepon setiap unit melalui buku kontak fisik yang tersedia, 

sehingga memakan waktu cukup lama dan kurang efisien. Hal ini menunjukkan perlunya 

sistem penyimpanan kontak yang lebih modern dan mudah diakses guna mempercepat 

proses koordinasi antar unit kerja. 

 

Gambar 4 Tidak tersedianya data kontak unit kerja mitra di cloud protokol 

 

Ketidaktersediaan buku kontak dalam bentuk digital menyebabkan koordinasi dan 

komunikasi antar unit kerja terhambat, khususnya pada kegiatan yang membutuhkan 

respons cepat seperti penyiapan acara resmi. Waktu kerja menjadi terbuang hanya untuk 

mencari informasi kontak, sehingga mengurangi produktivitas dan memperlambat 

penyelesaian tugas. Selain itu, risiko terjadinya miskomunikasi atau keterlambatan 

informasi semakin tinggi, yang dapat berdampak pada kelancaran acara dan menurunkan 

citra profesionalitas Bagian Protokol maupun instansi secara keseluruhan. Dalam jangka 

panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak efisien, menurunkan 

efektivitas tim, serta menghambat upaya modernisasi dan digitalisasi layanan internal. 
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3. Belum Meratanya Kemampuan Bahasa Asing Petugas Protokol 

Salah satu tugas strategis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 

RI) adalah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari parlemen negara sahabat  

maupun  duta  besar  negara  asing  yang  bertugas  di  Indonesia.  Dalam pelaksanaan   

kegiatan   kunjungan    kehormatan   tersebut,   petugas    Protokol   dari Sekretariat 

Jenderal DPR RI memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran acara. Petugas 

protokol bertugas untuk memastikan semua unsur tata acara berjalan sesuai  ketentuan  

keprotokolan,  mulai  dari  penyambutan  delegasi,  pengaturan  tata tempat, penyiapan 

atribut, hingga pengawalan selama kegiatan berlangsung. 

Secara teknis, koordinasi antara petugas protokol dengan Bagian Kerja Sama Antar  

Parlemen   dilakukan  secara  intensif  sebagai  bagian   dari  perencanaan  dan 

pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, dalam beberapa situasi, petugas protokol juga 

harus melakukan koordinasi langsung dengan staf dari tim parlemen negara sahabat yang 

sedang melakukan kunjungan. 

Dampak yang muncul jika isu ini tidak terselesaikan adalah kualitas pelayanan 

public dalam forum internasional berisiko menurun akibat komunikasi dengan tamu 

negara atau mitra asing yang kurang efektif, sehingga menimbulkan potensi 

kesalahpahaman dan citra negative terhadap institusi negara. Kondisi ini juga dapat 

menghambat diplomasiparelemnter,kerja sama internasional, serta pertukaran informasi 

strategis yang penting bagi kepentingan nasional. Lebih jauh, haltersebut melemahkan 

peran ASN sebagai perekat bangsa yang adaptif dan responsive dalam menghadapi 

tantangan global, serta menjadikan implementasi smart governance berjalan timpang 

karena tidak ditopang oleh kompetensi global yang merata, yang pada akhirnya 

mengurangi daya saing birokrasi Indonesia di kancah internasional.
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Tabel 1 Kegiatan Bilateral Protokol dalam bulan Juli 
 

No. Hari/Tanggal Pukul Unit Penyelenggara Kegiatan Tempat 

1 Selasa,, 1 Juli 

2025 

11:00 WIB BKSAP  DPR  RI (Set.  Kerja  

Sama Bilateral) 

Courtesy Call GKSB Parlemen Armenia 

DPR RI dengan Duta Besar Armenia 

Ruang Pimpinan BKSAP DPR RI, 

Lantai 2 Gedung Nusantara III 

2 Selasa, 8 Juli 

2025 

10:00 WIB BKSAP  DPR  RI (Set.  Kerja  

Sama Bilateral) 

Friendly Talk  GKSB DPR RI dengan 

Delegasi Parlemen Belanda 

Ruang Diplomasi BKSAP DPR RI, 

Lantai 6 Gedung Nusantara III 

3 Selasa, 8 Juli 

2025 

11:00 WIB Komisi I DPR RI Kunjungan  Parlemen Negara Belanda Ruang Rapat Komisi I,Gedung 

Nusantara II 

4 Rabu, 9 Juli 2025 11:00 WIB BKSAP  DPR  RI (Set.  Kerja  

Sama Bilateral) 

Audiensi Pimpinan BKSAP DPR RI 

Dengan Kedutaan Besar Australia 

Ruang Diplomasi BKSAP DPR   RI, 

Lantai 6 Gedung Nusantara III 

5 Kamis, 10 Juli 

2025 

14:00 WIB BKSAP  DPR  RI (Set.  Kerja  

Sama Bilateral) 

Peresmian Pembentukan Indonesia- 

Palestine Friendship      Society (IPFS) 

Ruang Diplomasi BKSAP DPR RI, 

Lantai 6 Gedung Nusantara III 

6 Kamis, 17 Juli 

2025 

13:00 WIB BKSAP DPR RI Courtesy  Call  Wakil Ketua  BKSAP  DPR 

RI dengan CDA Qatar 

Ruang Pimpinan BKSAP  DPR   RI, 

Lantai 2 Gedung Nusantara III 

7 Senin, 21 Juli 

2025 

11:00 WIB BKSAP  DPR  RI (Set.  Kerja  

Sama Bilateral) 

Courtesy  Call  Wakil Ketua  BKSAP  DPR 

RI dengan Duta Besar Peru 

Ruang Pimpinan BKSAP DPR RI, 

Lantai 2 Gedung Nusantara III 

8 Rabu, 23 Juli 

2025 

14:00 WIB BKSAP  DPR  RI (Set.  Kerja  

Sama Bilateral) 

Courtesy Call GKSB Uruguay DPR RI 

dengan Duta Besar Uruguay 

Ruang Diplomasi BKSAP DPR RI, 

Lantai 6 Gedung Nusantara III 

9 Senin, 28 Juli 

2025 

10:00 WIB Komisi  VI  DPR RI Courtesy  Call  Ketua Komisi  VI  DPR  RI 

dengan Duta Besar Korea Selatan 

Ruang Rapat Komisi VI, Gedung 

Nusantara I 
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TABEL 2  REKAPITULASI DESKRIPSI ISU 

NO Rumusan Isu Kondisi Saat Ini Dampak Apabila Isu TIdak 

Diselesaikan 

Keterkaitan Dengan Kedudukan dan 

Peran ASN Mendukung SMART 

Governance 

1 Terbatasnya Tenaga 

Protokol yang 

Memiliki 

Kemampuan sebagai 

MC 

● Staf Protokol yang 

memiliki keahlian 

sebagai MC terlalu 

sedikit 

● Banyaknya acara 

instansi yang 

memerlukan MC 

● Penugasan MC dari 

protokol dibebankan 

kepada individu yang 

sama terus menerus 

● Tersedianya jumlah 

personel protokol yang 

memadai dengan 

kompetensi MC yang baik 

● Tersedianya program 

pelatihan atau pembekalan 

keterampilan MC secara 

berkala bagi staf protokol 

Manajemen ASN yang baik 

menuntut pemerataan kompetensi di setiap 

bidang tugas, termasuk kemampuan MC 

dalam protokol. Kondisi ini menunjukkan 

perlunya perencanaan pengembangan 

kompetensi secara merata, pelatihan 

berkelanjutan, serta sistem rotasi atau 

kaderisasi agar keterampilan MC tidak 

hanya dimiliki oleh orang tertentu, tetapi 

menjadi kompetensi kolektif yang siap 

digunakan, kapan pun dibutuhkan. 

Dalam kerangka SMART ASN, 

setiap pegawai protokol idealnya dibekali 

keterampilan MC agar mampu tampil 

profesional, percaya diri, dan komunikatif 
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di berbagai situasi, tanpa harus selalu 

bergantung pada individu tertentu. 

Keterampilan ini juga mencerminkan nilai 

Agility (kelincahan) dan Interpersonal 

Skill (kemampuan membangun 

hubungan) yang menjadi bagian dari 

profil SMART ASN, sekaligus 

mendukung efisiensi, fleksibilitas, dan 

kualitas pelayanan protokol di setiap acara 

resmi. 

2 Tidak tersedianya 

data kontak unit 

kerja mitra protokol 

dalam bentuk digital 

terstruktur 

 

● Staf kesulitan 

menghubungi unit 

kerja mitra untuk 

koordinasi 

● tersedia buku kontak 

dalam bentuk fisik 

yang hanya dimiliki 

oleh satu orang staff 

● tersedia data kontak di 

sistem Portal DPR RI 

namun hanya berisi 

● tersedianya sebuah sistem 

basis data kontak antar 

mitra kerja protokol  yang 

terintegrasi dan mudah 

diakses oleh seluruh staf 

protokol 

Koordinasi lintas unit kerja 

merupakan bagian penting dari pelayanan 

publik yang cepat dan tepat. Jika data 

kontak tersedia secara digital dan mudah 

diakses, ASN dapat menghemat waktu, 

mengurangi risiko miskomunikasi, serta 

memastikan setiap tugas terlaksana sesuai 

jadwal. Kontak digital juga menunjukkan 

penerapan prinsip pengelolaan 

pengetahuan yang merupakan bagian dari 

strategi pengembangan kapasitas ASN. 
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data unit kerja di 

lingkup Sekretariat 

Jenderal DPR RI dan 

berbentuk gambar 

sehingga tidak bisa 

memudahkan 

pencarian 

● banyaknya kegiatan 

yang membutuhkan 

koordinasi antar unit 

kerja 

Dengan memanfaatkan teknologi, ASN 

dapat bekerja lebih adaptif dan responsif, 

sejalan dengan tuntutan era Smart 

Governance dan konsep SMART ASN, di 

mana pemanfaatan teknologi informasi 

menjadi salah satu kompetensi inti yang 

wajib dimiliki setiap aparatur. 

3 Belum Meratanya  
Kemampuan Bahasa 

Asing Petugas 

Protokol 

● kemampuan Bahasa 

asing hanya dikuasai 

oleh sebagian kecil 

petugas protocol 

● beban kerja yang tidak 

merata dikarenakan 

keterbatasan 

kemampuan Bahasa 

asing petugas protokol 

● tidak optimalnya 

pelayanan keprotokolan 

pada kegiatan courtesy call 

ataupertemuan bilateral 

● kemungkinan terjadinya 

misinformasi dan 

miskomunikasi saat 

koordinasi 

● beban kerja yang tidak 

proporsional karena 

Sebagai garda depan yang 

mewakili institusi negara, protocol 

dituntut professional, adaptif dan mampu 

membangun komunikasi lintas bangsa 

secara akurat. 

Kekurangan dalam penguasaan 

Bahasa asing dapat menghambat 

kelancaran pelayanan public, menciptakan 

kesenjangan komunikasi dengan mitra 

internasional, dan mengurangi efektivitas 
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petugas protkol yang akan 

ditugaskan hanya terpusat 

pada beberapa orang saja 

peran ASN sebagai penghubung 

kepentingan nasional di tingkat global. 

Dengan demikian,peningkatan 

kemampuan Bahasa asing ASN protocol 

merupakan bagian strategis dari penguatan 

profesionalisme dan kualitas pelayanan 

public, sekaligus syarat penting untuk 

mewujudkan tata Kelola pemerintahan 

yang cerdas. 
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B. Penetapan Isu Prioritas 

Dalam memilah dan menapis isu yang muncul pada Bagian Protokol Sekretariat 

Jenderal DPR RI, penulis menggunakan teknik USG (Urgency, Seriousness, Growth). 

Berikut tabel uraian terkait isu di bidang Protokol: 

 

Tabel 3 Tapisan Isu dengan Teknik USG 

 

No. Isu Kriteria Jumlah 

Nilai 

Peringkat 

Kualitas U S G 

1 Terbatasnya Tenaga Protokol yang 

Memiliki Kemampuan sebagai 

MC 

3 3 2 8 III 

2 Tidak Tersedianya Data Kontak 

Unit Kerja Mitra Protokol dalam 

Bentuk Digital Terstruktur 

 

4 5 3 12 I 

3 Belum Meratanya Kemampuan 

Bahasa Asing Petugas Protokol 

4 3 2 9 II 

 

Berikut merupakan indikator yang digunakan dalam teknik USG: 

- Urgency 

 
Gambar 5  Deskripsi Kriteria Urgency 
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- Seriousness 

 
Gambar 6 Deskripsi Kriteria Seriousness 

 

- Growth 

 
Gambar 7 Deskripsi Kriteria Growth 

 

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah sebagai berikut :  

" Tidak Tersedianya Data Kontak Unit Kerja Mitra Protokol dalam Bentuk 

Digital Terstruktur" 
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C.  Analisis Isu 

 
Gambar 8 Analisa Isu Metode Fishbone 

 

Berdasarkan analisis fishbone diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab belum 

tersedianya bank kotak antar unit kerja dalam bentuk digital di Bagian Protokol Sekretariat 

Jenderal DPR RI  adalah masih terbiasanya budaya kerja manual dan belum adanya arahan 

pimpinan terkait pembukuan dan pembaruan kontak telepon berbasis digital. Faktor 

tersebut menghambat efisiensi koordinasi terhadap unit kerja mitra, memperlambat 

pelaksanaan tugas protokol dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan secara 

keseluruhan. 
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D.  Gagasan Pemecahan Isu 

Isu Alternatif Penyelesaian 1 Alternatif Penyelesaian 2 Alternatif Penyelesaian 3 

Terbatasnya Tenaga 

Protokol yang 

Memiliki 

Kemampuan sebagai 

MC 

Mengadakan pelatihan atau 

workshop secara berkala untuk 

membekali seluruh staf protokol 

dengan keterampilan public 

speaking, penguasaan acara, dan 

etika MC sehingga lebih banyak 

pegawai yang siap menjadi MC saat 

dibutuhkan. 

Menerapkan rotasi tugas atau 

program magang internal, di mana 

staf protokol secara bergiliran 

mempraktikkan peran MC dalam 

acara kecil atau internal, sehingga 

mereka mendapatkan pengalaman 

langsung dan rasa percaya diri 

sebelum tampil di acara resmi. 

Membangun kerja sama antarunit 

atau bagian di lingkungan Setjen 

DPR RI untuk meminjam tenaga 

MC dari unit lain yang memiliki 

kompetensi, sambil tetap 

memberikan pelatihan khusus 

agar mereka memahami standar 

dan protokol acara DPR RI. 

Tidak Tersedianya 

Data Kontak Unit 

Mitra Kerja Protokol  

dalam Bentuk Digital 

Terstruktur 

Mengembangkan dan mengelola 

basis data kontak seluruh unit mitra 

kerja protokol  dalam format digital 

yang dapat diakses oleh pegawai 

terkait secara aman. 

Menyusun dan memberlakukan 

SOP yang mengatur mekanisme 

pengumpulan, verifikasi, dan 

pembaruan data kontak secara 

berkala, sehingga informasi selalu 

akurat dan terkini. 

Mengintegrasikan daftar kontak 

unit kerja ke dalam aplikasi atau 

intranet resmi Setjen DPR RI 

sehingga dapat diakses kapan saja 

oleh seluruh pegawai tanpa harus 

mencari secara manual. 

Belum Meratanya 

Kemampuan Bahasa 

Asing Petugas 

Protokol  

Menyelenggarakan pelatihan bahasa 

asing intensif,menyediakan akses 

kursus daring,serta membangun 

sistem mentoring internal antar 

Menerapkan rotasi tugas dalam 

penanganan tamu asing agar setiap 

petugas protokol mendapat 

pengalaman langsung 

Menjadikan penguasaan bahasa 

asing sebagai indicator kinerja, 

memberikan insentif atau 

penghargaan bagi ASN yang 

meningkatkan kemampuan 
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pegawai yang sudah mahir dengan 

yang masih belajar 

menggunakan bahasa asing dalam 

situasi kerja nyata 

bahasa, serta memastikan adanya 

dukungan anggaran dan fasilitas 

pembelajaran berkelanjutan. 

Tabel 4 Alternatif Solusi 
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BAB IV 

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. Matriks Rancangan Aktualisasi 

 

Unit Kerja   : Bagian Protokol – Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI 

Identifikasi Isu  :  

1. Terbatasnya tenaga protokol yang memiliki kemampuan    sebagai MC 

2. Tidak tersedianya data kontak unit mitra kerja protokol dalam bentuk digital terstruktur 

3. Belum meratanya kemampuan bahasa asing petugas protokol 

     Isu yang Diangkat  : Tidak tersedianya data kontak unit mitra kerja protokol dalam  

                                                   bentuk digital terstruktur 

Gagasan Pemecahan Isu : Pembuatan data kontak digital terstruktur 

 

Tabel 5 Matriks Rancangan Aktualisasi 

No Kegiatan Tahapan 
Kegiatan 

Output / Hasil Keterkaitan dengan 
Nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan dengan 
Manajemen ASN 
dan SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 
Visi/Misi Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. Identifikasi 
dan 
inventarisasi 
data awal 

- Konsultasi 
dengan mentor 

- Mengumpulkan 
data kontak 
mitra protokol 

Daftar data 
kontak mitra 
protokol 

Akuntabel 
Mengumpulkan data 
dari berbagai sumber 
mencerminkan 

Kompetensi digital 
Proses pengumpulan 
data adalah tahap 
awal literasi digital  

Selaras dengan tusi 
subbagian AKD : 
Memberikan dukungan 
administratif 
keprotokolan, misalnya 
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dari dokumen 
manual dan 
sumber lain 

- Membuat 
daftar awal 
sebagai 
baseline 
kondisi 

keterbukaan dan 
pertanggungjawaban 
 
Kompeten  
Tahap inventarisasi 
butuh ketelitian dan 
keterampilan dasar 
administrasi 
 
kolaboratif  
Inventarisasi sering 
melibatkan rekan kerja 
lain yang memegang 
data 

penyusunan jadwal 
acara, penyediaan sarana 
keprotokolan, dan 
dokumentasi acara. 
 

2. Verifikasi 
dan validasi 
data 

- Memastikan 
data yang 
dikumpulkan 
benar, terbaru 
dan valid 

- Menghubungi 
unit kerja bila 
ada data yang 
tidak lengkap 

Kevalidan 
data 

Akuntabel  
Memastikan data yang 
masuk sudah benar dan 
bisa 
dipertanggungjawabkan 
 
Harmonis 
Proses verifikasi 
dilakukan dengan 
komunikasi yang baik 
kepada unit kerja mitra 
 
Berorientasi 
pelayanan 

Kompetensi digital 
Smart ASN tidak 
hanya bisa 
menginput data, tapi 
juga memastikan 
akurasi data digital 
sebelum dipakai 
 
Hospitality dan 
jejaring luas 
Menghubungi mitra 
kerja untuk 
klarifikasi dengan 
ramah dan santun 

Selaras dengan tusi 
subbagian AKD : 
Memberikan dukungan 
administratif 
keprotokolan, misalnya 
penyusunan jadwal 
acara, penyediaan sarana 
keprotokolan, dan 
dokumentasi acara. 
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Dengan data valid, 
layanan protokol kepada 
pimpinan/Lembaga jadi 
lebih cepat dan tepat 

 
Integritas  
Validasi data juga 
terkait dengan 
integritas dimana 
harus memastikan 
data yang disajikan 
tidak menyesatkan 
dan sesuai 
kebutuhan organisasi 

3. Penyusunan 
basis data 
terstruktur 

- Membuat 
format 
excel/Google 
Sheet 

- Memasukkan 
data hasil 
verifikasi 

Data yang 
terinput di 
format Excel 

Akuntabel 
basis data dibuat dalam 
format baku sehingga 
mudah 
dipertanggungjawabkan 
 
Kompeten  
Menunjukkan 
kemampuan teknis 
dalam mengolah data 
menjadi format digital 
yang sistematis 
 
kolaboratif  
Format standar 
memudahkan semua 
anggota tim memahami 

Kompetensi 
Digital  
ASN mampu 
mengoperasikan 
perangkat kerja 
modern (Excel, 
Google Sheet) 
untuk mendukung 
kinerja. 
 
Data Driven  
Smart ASN bekerja 
berdasarkan data 
terstruktur, bukan 
asumsi. basis data 
kontak menjadi 
dasar untuk 
perencanaan 

Selaras dengan tusi 
subbagian AKD : 
Memberikan dukungan 
administratif 
keprotokolan, misalnya 
penyusunan jadwal 
acara, penyediaan sarana 
keprotokolan, dan 
dokumentasi acara. 
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dan menggunakan basis 
data yang sama 
 
Adaptif 
Mentransformasikan 
data mencerminkan 
kemampuan ASN 
menyesuaikan dengan 
teknologi 

koordinasi yang 
lebih cepat. 
Agility 
(Kelincahan)  
Dengan basis data 
digital, ASN lebih 
lincah menghadapi 
perubahan situasi 
koordinasi protokol 
(misalnya jadwal 
mendadak). 
 
Kolaborasi 
Virtual  
Google Sheet 
memungkinkan tim 
bekerja bersama 
secara real-time, 
sejalan dengan 
budaya kerja 
kolaboratif Smart 
ASN. 
 

4. Uji coba 
dan 
penggunaan 
terbatas 

- Menggunakan 
basis data 
digital pada 
kegiatan 

Hasil uji coba 
dalam bentuk 
data 

Akuntabel penggunaan 
basis data digital 
membuat data 
koordinasi tercatat 

Menguasai 
Teknologi 
Informasi  

Selaras dengan tusi 
subbagian AKD : 
Memberikan dukungan 
administratif 
keprotokolan, misalnya 
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koordinasi 
protokol 

- Mengukur 
perbedaan 
waktu respons 
dibanding 
sebelumnya 

dengan baik dan bisa 
dipertanggungjawabkan. 

Kompeten ASN 
dituntut untuk faham 
teknologi dan mampu 
mengoperasikan sistem 
digital. 

Harmonis & Adaptif 
koordinasi lebih lancar, 
minim miskomunikasi, 
serta menunjukkan 
kesiapan ASN 
beradaptasi dengan 
perkembangan digital. 

Loyal  mendukung 
kinerja organisasi 
dengan meningkatkan 
kecepatan dan ketepatan 
layanan. 

 

terbukti dengan 
pemanfaatan basis 
data digital. 
Networking  
mempermudah 
jalinan komunikasi 
lintas unit maupun 
dengan stakeholder 
eksternal. 

Profesionalisme 
waktu respons yang 
lebih cepat 
menunjukkan 
pelayanan publik 
yang lebih 
profesional. 

 

penyusunan jadwal 
acara, penyediaan sarana 
keprotokolan, dan 
dokumentasi acara. 
 

5. Sosialisasi 
internal 

- Menyampaikan 
cara 
penggunaan 
basis data ke 

Informasi 
yang 
tersampaikan  

Kolaboratif 
membangun kerja sama 
tim agar semua staf 
protokol bisa 

Menguasai 
Teknologi 
Informasi  

Selaras dengan tusi 
subbagian AKD : 
Memberikan dukungan 
administratif 
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rekan kerja 
protokol 

menggunakan sistem 
yang sama. 

Kompeten 
meningkatkan 
keterampilan digital 
pegawai melalui 
transfer pengetahuan. 

Harmonis 
meminimalisir 
miskomunikasi dalam 
koordinasi karena 
semua memahami alur 
yang sama. 

Adaptif menunjukkan 
kemampuan beradaptasi 
dengan perkembangan 
teknologi digital. 

 

bukan hanya 
individu, tapi 
seluruh tim 
didorong untuk 
paham IT. 

Networking 
koordinasi internal 
semakin solid 
karena 
menggunakan tools 
digital bersama. 

Profesionalisme 
pelayanan protokol 
lebih cepat, rapi, dan 
tidak tergantung 
pada satu orang saja. 

 

keprotokolan, misalnya 
penyusunan jadwal 
acara, penyediaan sarana 
keprotokolan, dan 
dokumentasi acara. 
 

6. Monitoring 
dan evaluasi 

- Mengumpulkan 
umpan balik 
dari pengguna 

- Mencatat 
kendala dan 
Menyusun 

Data untuk 
perbaikan 
selanjutnya 

Harmonis 
mendengarkan masukan 
dengan sikap terbuka. 

Kolaboratif melibatkan 
pengguna (rekan kerja, 

Hospitality 
menunjukkan sikap 
melayani, ramah 
terhadap kebutuhan 
pengguna. 

Selaras dengan tusi 
subbagian AKD : 
Memberikan dukungan 
administratif 
keprotokolan, misalnya 
penyusunan jadwal 
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rencana 
perbaikan 
(update rutin 
data) 

pimpinan, stakeholder) 
dalam proses 
penyempurnaan sistem. 

 

Networking 
membangun relasi 
dan komunikasi dua 
arah yang sehat. 

 

acara, penyediaan sarana 
keprotokolan, dan 
dokumentasi acara. 
 

 

 

B. Jadwal Kegiatan 

Pelaksanaan aktualisasi latsar sejak tahap persiapan hingga akhir berlangsung mulai tanggal 1 September 2025 – 26 Oktober 2025 

KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN SEPTEMBER OKTOBER 

I II III IV I II III IV 

Identifikasi dan 

inventarisasi data awal 

Konsultasi dengan mentor         

Mengumpulkan data kontak mitra protokol dari 
dokumen manual dan sumber lain 

        

Membuat daftar awal sebagai baseline kondisi         

Verifikasi dan validasi 

data 

Memastikan data yang dikumpulkan benar, terbaru 
dan valid 

        

Menghubungi unit kerja bila ada data yang tidak 
lengkap 

        

Penyusunan basis data 

terstruktur 

Membuat format excel/Google Sheet         

Memasukkan data hasil verifikasi         

Menggunakan basis data digital pada kegiatan 
koordinasi protokol 
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Uji coba dan 

penggunaan terbatas 

Mengukur perbedaan waktu respons dibanding 
sebelumnya 

        

Sosialisasi internal Menyampaikan cara penggunaan basis data ke rekan 
kerja protokol 

        

Monitoring dan 

evaluasi 

Mengumpulkan umpan balik dari pengguna         

Mencatat kendala dan Menyusun rencana perbaikan 
(update rutin data) 

        

Table 6 Jadwal Rencana Kegiatan
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 

A.  Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi 

KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN SEPTEMBER OKTOBER 

I II III IV I II III IV 

Identifikasi 

dan 

inventarisasi 

data awal 

Konsultasi dengan mentor         

Mengumpulkan data kontak mitra 
protokol dari dokumen manual 
dan sumber lain 

        

Membuat daftar awal sebagai 
baseline kondisi 

        

Verifikasi 

dan validasi 

data 

Memastikan data yang 
dikumpulkan benar, terbaru dan 
valid 

        

Menghubungi unit kerja bila ada 
data yang tidak lengkap 

        

Penyusunan 

basis data 

terstruktur 

Membuat format excel/Google 
Sheet 

        

Memasukkan data hasil verifikasi         

Uji coba dan 

penggunaan 

terbatas 

Menggunakan basis data digital 
pada kegiatan koordinasi protokol 

        

Mengukur perbedaan waktu 
respons dibanding sebelumnya 

        

Sosialisasi 

internal 

Menyampaikan cara penggunaan 
basis data ke rekan kerja protokol 

        

Monitoring 

dan evaluasi 

Mengumpulkan umpan balik dari 
pengguna 

        

Mencatat kendala dan Menyusun 
rencana perbaikan (update rutin 
data) 

        

Table 7 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

 

Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan umumnya 

sesuai jadwal rencana kegiatan yang telah dibuat. Adapun perbedaan terletak dalam tahapan 

uji coba dan penggunaan terbatas, dimana dilaksanakan lebih awal untuk melihat sejauh 

mana kebermanfaatan aktualisasi ini serta untuk mendeteksi kekurangan agar bisa 

diperbaiki sebelum akhirnya disosialisasikan kepada pengguna. 
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B. Penjelasan Tahapan Kegiatan 

1. Identifikasi dan Inventarisasi Data Awal 

Pada tahapan identifikasi, penulis mendata kontak siapa saja yang diperlukan dan 

pernah bahkan sering dihubungi oleh protokol. Selain itu juga dilakukan penentuan 

ketori kontak, misalnya instansi, pejabat, atau mitra kerja. 

Setelah itu, tahap inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data  dari 

sumbernya dan memasukkannya ke dalam format yang seragam. Penulis 

mengumpulkan data kontak dari berbagai sumber yaitu para Kasubag Protokol, senior 

dan CPNS protokol, kerabat protokol dan instansi luar, portal DPR RI dan informasi 

dari internet. 

Selain berkomunikasi secara langsung, penulis juga mengirim WhatsApp Blast 

kepada anggota protokol yang belum ditemui untuk mengirimkan data kontak yang 

dipunya untuk kemudian dikumpulkan dalam satu database terstruktur. 

 
Gambar 9 WhatsApp Blast ke anggota protokol DPR RI 

 

2. Verifikasi dan Validasi Data 

Pada tahapan ini, dilakukan proses pengecekan untuk memastikan bahwa data yang 

telah dikumpulkan benar, akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

Tahapan ini berfokus pada pemeriksaan kesesuaian data dengan sumber aslinya. 

Misalnya memastikan nama, nomor telepon dan jabatan kontak sesuai dengan data yang 
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diberikan. Tujuannya agar tidak ada kesalahan maksud, penulisan, duplikasi atau data 

palsu. 

Selain itu, penulis memastikan bahwa data tersebut masih berlaku dan dapat 

digunakan. Misalnya, memastikan nomor telepon masih aktif dan jabatan yang dicatat 

masih relevan. 

Penulis juga menanyakan kepada narasumber mengenai waktu terakhir 

berhubungan dengan kontak yang dimaksud, guna mengkategorikan mana saja kontak 

yang perlu dipastikan kesesuaiannya dan mana yang belum perlu. Karena keterbatasan 

waktu, penulis menetapkan bahwa kontak yang masih dihubungi dalam tiga bulan 

terakhir dianggap masih valid. 

 

3. Penyusunan Basis Data Terstruktur 

Pada tahapan ini, kegiatan difokuskan pada pengelompokkan dan pengaturan data 

kontak agar tersimpan secara sistematis, mudah diakses, dan efisien digunakan. 

Langkah ini melibatkan proses menyusun data hasil verifikasi dan validasi ke 

dalam format yang seragam, yaitu disusun dalam Gooogle sheet dengan kolom 

berisikan nomor, nama, jabatan, instansi, logo instansi, hyperlink nomor telepon, serta 

tanggal terakhir di update.  

Fungsi dari tiap kolom akan dirangkumkan dalam tabel berikut: 

Kolom Fungsi 

Nomor urut Untuk memudahkan identifikasi, menjaga keteraturan, 

mempermudah pencarian dan mendukung proses administrasi 

dan pencatatan 

Nama  Menjadi identitas utama, dan sebagai referensi utama dalam 

komunikasi 

Jabatan  Menjelaskan posisi dan peran seseorang dalam instansi. 

Informasi ini diperlukan untuk menyesuaikan gaya dan bahasa  

komunikasi. 

Nama instansi Menunjukkan asal lembaga, organisasi atau unit kerja, 

memudahkan pencarian. 

Logo instansi  Memudahkan dalam pencarian lembaga tanpa harus membaca 

nama instansi secara lengkap, membantu membedakan setiap 
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lembaga secara visual, memastikan data lebih mudah difahami, 

terorganisir, dan menarik secara tampilan. 

Hyperlink nomor 

telepon 

Mempermudah komunikasi dan mempercepat koordinasi 

dengan pihak terkait. Penguna cukup mengklik nomor tersebut 

untuk langsung terhubung ke aplikasi tanpa perlu menyalin 

atau mengetik ulang nomor. Ini sangat membantu terutama 

dalam pekerjaan yang membutuhkan respon cepat. Fitur ini 

juga membantu menjaga ketepatan kontak karena mengurangi 

risiko kesalahan input nomor. 

Tanggal update Menunjukkan waktu terakhir diperbaharui. Pengguna dapat 

melacak riwayat perubahan data dan menentukan prioritas 

pembaruan berikutnya. 

Table 8 Deskripsi Kolom pada Database Kontak 

 

 

Gambar 10 Tampilan Database Kontak di Google Sheet 

 

Alasan penulis menggunakan fitur Google Sheet sebagai database adalah karena 

selain sudah familiar, fitur ini juga memudahkan proses pencarian data melalui fungsi 

pencarian (search) dan penyaringan (filter). Dengan demikian, pengguna dapat dengan 
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mudah menemukan data yang dibutuhkan, misalnya nomor kontak bandara se-

Indonesia atau data dari kementerian-kementerian. 

Database ini dibuat dalam format open source, sehingga semua pengguna dapat 

menambahkan kontak yang dimiliki namun belum tercantum dalam database, kapan 

pun dan di mana pun. Metode ini selaras dengan nilai kolaboratif, di mana seluruh 

petugas protokol dapat bekerja sama dalam memperbarui dan memperkaya database 

kontak demi kepentingan bersama. 

Selain data kontak mitra kerja protokol yang dapat dihubungi melalui WhatsApp, 

pada sheet 2 penulis juga mencatat nomor saluran telepon unit kerja di lingkungan DPR 

RI. Data ini diperoleh dari portal resmi DPR, namun telah disesuaikan dan diperbarui 

mengingat banyak informasi yang ditampilkan di portal tersebut sudah tidak akurat atau 

memerlukan pembaruan. 

 
Gambar 11 Tampilan Data Saluran Telepon Unit Kerja DPR RI 

 

4. Uji Coba dan Penggunaan Terbatas 

Dalam tahapan ini, dilakukan proses pengujian terhadap hasil aktualisasi sebelum 

diluncurkan secara penuh. Tujuannya adalah memastikan bahwa data, struktur dan fitur 

yang disusun berfungsi dengan baik serta mudah digunakan oleh pengguna. 
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Dalam tahap ini, database diuji oleh sejumlah pengguna terbatas yaitu mentor dan 

sejumlah CPNS protokol untuk melihat apakah terdapat kesalahan data atau 

kekurangan dalam tampilan dan alur penggunaan. Pengguna juga diminta memberikan 

masukan terkait kemudahan akses, kecepatan pencarian, dan keakuratan informasi. 

Dari uji coba ini, muncul gagasan baru untuk membuat database kontak dalam 

bentuk Linktree, agar dapat diakses dengan cepat, kapan pun dan di mana pun, serta 

dengan tampilan yang responsif di layar ponsel. Selanjutnya, penulis menyusun 

kumpulan data kontak yang paling sering dihubungi oleh petugas protokol dalam 

format Linktree, dengan menempatkan tautan menuju database lengkap di Google Sheet 

dengan simbol globe di posisi teratas, apabila pengguna membutuhkan informasi yang 

lebih rinci. 

 
Gambar 12 Tampilan Linktree pada Layar Ponsel 

 

5. Sosialisasi 

Pada tahapan ini, penulis memperkenalkan dan menjelaskan penggunaan 

database kontak yang telah dikembangkan kepada seluruh pihak yang akan 

memanfaatkannya. Tujuannya adalah agar pengguna memahami cara mengakses, 

mengisi, mencari, memperbarui serta menggunakan data dengan benar dan konsisten.  

Sosialisasi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025 dalam tiga tahap. Pertama, 

penulis menyampaikan sosialisasi secara langsung kepada seluruh CASN Protokol 

yang berada di ruang bawah Bagian Protokol, dengan jumlah peserta sebanyak 36 
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orang. Kedua, penulis melakukan sosialisasi secara individu kepada Kabag, Kasubag, 

dan para senior yang berada di ruang atas. Ketiga, penulis menyampaikan hasil 

aktualisasi ini secara tertulis melalui grup besar Protokol DPR RI, serta 

menginformasikan bahwa tautan Linktree narahubung protokol dapat diakses di tautan 

yang ditulis di deskripsi grup untuk mempermudah akses. 

              
Gambar 13 & 14 Sosialisasi Database Kontak di Gurp Besar Protokol 

 

6. Monitoring dan Evaluasi 

Tahapan ini meliputi pemantauan rutin terhadap keakuratan, kelengkapan, dan 

kemutakhiran data kontak pejabat maupun instansi yang tercantum. Jika ditemukan 

data yang sudah tidak relevan – misalnya pejabat pindah jabatan, nomor telepon 

berubah, atau instansi melakukan restrukturisasi – maka dilakukan pembaruan dan 

perbaikan data. Selain itu, tahapan ini juga menilai efektivitas penggunaan database 

oleh pengguna, termasuk menampung masukan dan kendala teknis dari pengguna untuk 

penyempurnaan sistem ke depan. 

Salah satu usaha penulis untuk mendapatkan feedback atas efetivitas aktualisasi 

ini adalah penulis menyebarkan tautan gform kepada pengguna secara langsung. 
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Kuisioner gform tersebut dibuat seringkas mungkin menjadi enam pertanyaan dengan 

hasil yang dirangkum sebagaimana berikut: 

 

a. Profil Responden 

 Jumlah Tanggapan: 30 orang 

 

b. Kemudahan dan Manfaat Penggunaan 

 Kemudahan menemukan kontak: 

o 63,3% menjawab sangat mudah 

o 30% menjawab mudah 

 Efektivitas dalam mempercepat koordinasi: 

o 60% merasa sangat membantu 

o 36,7% merasa membantu 

 Frekuensi penggunaan: 

o 46,7% menggunakan 2–3 kali seminggu 

o 23,3% menggunakan setiap hari 

o 16,7% menggunakan sekali seminggu 

 

c. Fitur yang Paling Membantu 

 Linktree yang langsung terhubung ke WhatsApp 

 Spreadsheet yang lengkap 

 Fitur pencarian dan filter 

 Kemudahan akses dan kontak langsung 

 

d. Saran dan Masukan 

 Perbarui nomor kontak secara berkala 

 Tambahkan kontak ajudan dan unit kerja lainnya 

 Perluas database agar lebih lengkap 

 Tambahkan tab pencarian untuk navigasi yang lebih mudah 

 

Hasil kuisioner dianalisis untuk menemukan kekuatan, kelemahan, serta peluang 

perbaikan database kontak ini. Selanjutnya untuk keberlanjutan hasil aktualisasi ini, 

penulis menjadwalkan untuk melakukan update dan monitoring data sebulan sekali 

agar informasi dalam Database Narahubung Protokol tetap akurat, relevan, dan dapat 
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diandalkan dalam mendukung kelancaran koordinasi tugas keprotokolan. Dengan pembaruan 

dan pemantauan rutin setiap bulan, diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam komunikasi, 

serta seluruh pihak yang terlibat dapat mengakses data kontak yang terbaru dan valid. 

Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen penulis terhadap keberlanjutan hasil 

aktualisasi, sekaligus mendorong budaya kerja yang adaptif dan responsif terhadap dinamika 

kebutuhan di lapangan. 

 

C. Pemangku Kepentingan 

Pemangku kepentingan pada rencana aktualisasi ini adalah : 

1. Bagian protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR 

RI selaku tempat dan sasaran pelaksanaan aktualisasi 

2. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif Setjen 

DPR RI selaku penyelenggara kegiatan pelatihan dasar CPNS Setjen DPR RI 

 

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan aktualisasi dan strategi untuk menghadapinya 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 9 Prediksi Kendala Pelaksanaan Aktualisasi dan Strategi Menghadapinya 

Kendala  Strategi 

Data kontak tersebar di berbagai format 

dan sumber, menyulitkan penulis untuk 

mengumpulkannya dalam waktu singkat 

- Membuat daftar sumberdata yang pasti 

- Menggunakan checklist agar data dari 

berbagai sumber bisa dihimpun tanpa 

ada yang terlewat 

Kurangnya dukungan atau pemahaman 

mengenai pentingnya database kontak 

terstruktur 

- Melakukan pendekatan berulang dan 

konfirmasi tambahan 

Data yang tersedia tidak terbaru - Melakukan verifikasi langsung ke mitra 

kerja 

- Mencatat tanggal verifikasi agar jelas 

kapan terakhir diperbarui 

- Menyiapkan kolom catatan perubahan di 

basis data 
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Keterbatasan waktu dalam proses 

inventarisasi dikaitkan dengan 

banyaknya mitra kerja protokol yang 

harus dihubungi untuk 

pengkonfirmasian kevalidan data 

- Prioritisasi mitra utama 

- Menggunakan Google Form sederhana, 

sehingga penyedia data langsung 

mengisi dan masuk ke basis data 

 

 

 

E. Analisis Dampak 

1. Dampak Jangka Pendek 

Tersedianya data kontak digital yang terstruktur memberikan dampak 

langsung terhadap efisiensi koordinasi dengan unit mitra kerja. Sebelumnya, proses 

pencarian kontak dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang relatif 

lama dan berpotensi menunda respons terhadap arahan pimpinan. Dengan hadirnya 

basis data kontak yang terintegrasi, pencarian informasi kini dapat dilakukan secara 

cepat dan akurat, sehingga waktu respons menjadi lebih singkat dan pelayanan dapat 

diberikan secara lebih sigap. 

Berdasarkan observasi, sebelum adanya database kontak ini, waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan mitra kerja setelah menerima 

arahan dari pimpinan berkisar antara 7 hingga 10 menit. Hal ini disebabkan oleh 

lamanya proses pencarian kontak yang relevan. Namun, setelah implementasi 

database kontak digital, waktu yang diperlukan untuk memulai koordinasi hanya 

sekitar 1 menit. 

Data ini menunjukkan bahwa keberadaan database kontak digital 

memberikan pengaruh signifikan terhadap efisiensi waktu dan peningkatan 

kecepatan pelayanan di lingkungan kerja. 

Selain itu, standardisasi data juga membantu mengurangi potensi 

miskomunikasi maupun salah kirim informasi, karena seluruh staf menggunakan 

sumber yang sama. Dengan adanya akses kolektif ini, staf protokol tidak lagi 

bergantung pada catatan pribadi, sehingga koordinasi berjalan lebih lancar, seragam, 

dan mendukung kelancaran pelayanan terhadap pimpinan DPR RI. 
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2. Dampak Jangka Panjang 

Dampak jangka panjang dari tersedianya data kontak digital dalam kegiatan 

keprotokolan adalah terbangunnya budaya kerja berbasis digital di lingkungan 

protokol yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. basis data ini tidak hanya 

menjadi sarana praktis untuk mempercepat koordinasi, tetapi juga menjadi fondasi 

bagi pengembangan sistem terpadu yang dapat mendukung lancarnya tugas 

keprotokolan lain. Pada akhirnya, kualitas layanan keprotokolan terhadap pimpinan 

dan mitra kerja meningkat secara berkelanjutan, mendukung citra DPR RI sebagai 

lembaga yang responsif, profesional, dan selaras dengan prinsip Smart 

Governance. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Protokol Setjen DPR RI adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, 

dan memfasilitasi seluruh kegiatan keprotokolan DPR RI. Salah satu kegiatan yang mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas protokol adalah koordinasi antar unit mitra kerja. 

Laporan aktualisasi ini disusun sebagai upaya menjawab kebutuhan nyata dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas keprotokolan. Ketersediaan data kontak mitra kerja 

yang rapi, akurat dan mudah diakses menjadi fondasi penting bagi efektivitas koordinasi, 

efisiensi waktu serta penghematan anggaran dalam pelayanan kepada pimpinan DPR RI. 

Melalui tahapan kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, verifikasi data, penyusunan 

basis data digital, hingga sosialisasi penggunaannya diharapkan tercipta sistem informasi 

sederhana namun bermanfaat bagi tim protokol. 

Proses ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai ASN BerAkhlak seperti akuntabilitas, 

kompetensi, kolaburasi dan orientasi pelayanan, tetapi juga sejalan dengan semangat Smart 

ASN yang adaptif, digital savvy dan berbasis data. 

Lebih jauh, aktualisasi ini diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap visi dan misi 

Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mewujudkan layanan administrasi dan dukungan 

persidangan yang efektif, efisien dan akuntabel. Dengan adanya basis data kontak digital 

terstruktur, koordinasi protokol tidak lagi bergantung pada data manual yang tercecer, tetapi 

bergerak menuju tata Kelola informasi yang modern, transparan dan berkelanjutan. 
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